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BAB I 
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih, sistem informasi juga mengalami kemajuan yang begitu cepat. Berbagai macam informasi saat ini, tidak dapat dipungkiri  telah   dijadikan   suatu   kebutuhan   oleh   masyarakat   dalam kehidupannya. Baik dalam  kegiatan  perekonomian, kebudayaan, sosial, maupun pembangunan. Selain untuk masyarakat  itu sendiri, keberadaan informasi juga sangat mendukung dalam peningkatan efisiensi serta produktivitas suatu instansi, karena  sistem  informasi  sekarang  diarahkan  untuk  menunjang   perencanaan pembangunan.
Dengan diterbitkannya ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik melalui UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa “keterbukaan  informasi  publik  merupakan  sarana  dalam mengikutsertakan  partisipasi  publik   untuk  melakukan  pengawasan  terhadap penyelenggaraan negara dan   birokrasi serta segala  sesuatu yang berakibat pada kepentingan  publik,”[footnoteRef:2]  maka  masyarakat  luas  makin   menuntut    transparansi  melalui penyebarluasan informasi terhadap pelayanan pemerintah. Terutama penyebarluasan informasi pembangunan daerah yang bertujuan untuk mengaktualisasikan komunikasi informasi pembangunan daerah baik secara intern maupun ekstern.  [2:  Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008, hlm. 3, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).] 

	Penyebarluasan informasi juga dikenal dengan istilah publisitas. Menurut S.K Bonar dalam bukunya Hubungan Masyarakat Modern, 
	“Publisitas adalah memberikan informasi atau keterangan mengenai sesuatu soal agar sebanyak mungkin orang mengetahuinya. Sedangkan menurut kamus Webster, sebagaimana dikutip oleh S.K Bonar, publisitas atau adalah informasi yang mempunyai nilai berita, dengan maksud untuk menambah perhatian terhadap suatu tempat, orang, sebab atau suatu institute, yang biasanya terdapat dalam cetakan umum.”[footnoteRef:3]  [3:  S.K. Bonar. 1993. Hubungan Masyarakat Modern. (Jakarta : Rineka Cipta), hlm.84] 


Sedangkan definisi pembangunan daerah secara khusus dinyatakan dalam Peraturan Mendagri tentang SIPD No 8 tahun 2014 Bab I Pasal 1 ayat 5, “Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.”[footnoteRef:4] [4:  Peraturan Mendagri tentang SIPD No 8 tahun 2014 Bab I Pasal 1 ayat 5.] 

Jadi, penyebarluasan informasi pembangunan daerah adalah memberikan informasi atau keterangan mengenai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.  Karena seperti  yang   diketahui,   seiring    dengan perkembangan komunikasi dan informasi, tidak  memungkinkan lagi untuk  menutup-nutupi  suatu  fakta   dan   peristiwa.  
Semua  dapat mengakses  informasi dengan cepat sehingga diperlukan komunikasi yang menciptakan  pengertian  dan  kepercayaan,  hal  tersebut  dapat  dilakukan  oleh humas.  Keberadaan humas, sebagai bagian yang fungsional dan operasional dalam upaya mempublikasikan atau menyebarluaskan suatu kegiatan instansi yang ditujukan untuk kepentingan internal ataupun eksternal. 
Dan dalam pengertiannya, ada beberapa tugas, dan fungsi atau peran humas, yang salah satunya adalah membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan pihak internal maupun eksternal. Dalam menjalin hubungan internal yakni dengan segenap pegawai yang ada di lingkungan lembaga, sedangkan untuk pihak eksternal yaitu dengan surat kabar, dimana media ini sangat penting bagi kegiatan kehumasan karena memiliki kekuatan di hadapan publik. 
Hal ini sesuai dengan fungsi humas yang dinyatakan oleh Rachmadi dalam bukunya Public Relation Dalam Teori dan Praktek:
“Humas mempunyai fungsi timbal balik, ke luar dan ke dalam. Ke luar, ia harus mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran (image) masyarakat yang positif terhadap segala tindakan dan kebijakan organisasi atau lembaganya. Ke dalam, ia berusaha mengenali,mengidentifikasi hal-hal yang dapat menimbulkan sikap dan gambaran yang negatif (kurang menguntungkan) dalam masyarakat sebelum sesuatu tindakan atau kebijakan itu dijalankan. Ia berperan dalam membina hubungan baik antara lembaga atau organisasinya dengan masyarakat dan dengan media massa.”[footnoteRef:5]  [5:  F Rachmadi. Public Relation Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 22.] 

Jadi, melalui humas, pemerintah dapat menjelaskan tindakan dan kebijakannya dalam melaksanakan pembangunan. Dalam hal ini, Departemen kehumasan harus mampu bertindak sebagai public information, public affair dan  public  communication  dalam  upaya  penyebarluasan atau mempublikasikan kegiatan program kerja pembangunan pada  instansi bersangkutan, baik ditujukan kepada publik internal maupun eksternal (masyarakat) pada  umumnya.   Peranan  humas  pemerintah  dapat  merupakan bagian dari suatu alat atau saluran instansi pemerintah (The Public Relations are Functional as a tools or channels of government publication activity), yaitu untuk memperlancar proses interaksi positif dan menyebarluaskan  informasi mengenai publikasi  pembangunan  nasional  atau  daerah  dan  provinsi  melalui  kerjasama dengan pihak media massa/pers.
Media yang digunakan humas dalam penyebarluasan informasi dapat berupa media elektronik maupun media cetak lainnya hingga menggunakan alat    media  komunikasi   tradisional   untuk   penyampaian   pesan-pesan pembangunan nasional. Mengingat pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan  negara  dan  badan  publik  lainnya  serta  segala  sesuatu  yang berakibat pada kepentingan publik, maka peran hubungan masyarakat menjadi sangat  penting  untuk  memberikan  pelayanan  atas  permintaan  informasi  dari masyarakat luas.
Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Selatan yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang, memiliki beberapa media dalam penyebarluasan informasi daerahnya yang bertujuan untuk mengaktualisasikan komunikasi informasi baik secara intern maupun ekstern. Salah satu media yang digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten Musi Banyuasin dalam penyampaian informasi pemerintah daerahnya adalah melalui website, dengan alamat http://mubakab.go.id/). Dengan website ini humas pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat mempublikasikan informasi yang up to date mengenai segala hal yang berkaitan dengan pemerintah. Diharapkan dengan adanya website ini dapat memperlancar arus komunikasi dua arah yang saling memberikan feedback antara pemerintah dengan masyarakat. Selain melalui website, dalam menyebarluaskan informasi pembangunannya, humas pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga memanfaat kan media lain berupa koran, baliho, brosur, dan lain-lain
Keberadaan humas pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sangat dibutuhkan  oleh pemerintah  untuk  mewujudkan  Good  Governance,  meningkatkan pelayanan publik dan pemberantasan  KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Semua informasi pembangunan daerah akan tersampaikan oleh humas pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai mediator dan publisitas secara  khusus di era keterbukaan informasi  publik  ini terlebih  lagi  sedang dicanangkannya  open  government  di lingkungan pemerintah.
Dengan demikian, peran humas diperlukan terutama dalam mengatur informasi baik ke dalam maupun ke luar, memonitor dan merekam opini publik serta tanggapan masyarakat terhadap pemerintah, serta mengolah data sebagai acuan dalam perumusan dan penyempurnaan pemerintah. Jika penyebaran informasi dalam hubungan internal  tidak berjalan baik maka dimungkinkan terjadinya tumpang tindih kegiatan, bahkan dapat terjadi kegiatan yang saling bertentangan. 
Sistem penyebarluasan informasi yang baik memungkinkan program-program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah dapat direspon oleh seluruh atau sebagian besar karyawan sehingga dapat meningkatkan partisipasi karyawan pemerintah daerah. Sedangkan jika hubungan secara eksternal tidak berjalan baik dikhawatirkan akan menghambat arus komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat dalam mengaktualisasikan informasi pembangunan. 
Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, dan mengingat bahwa peran humas dalam pemerintahan kabupaten Musi Banyuasin sangat penting dan menjadi ujung tombak dalam pemerintahan yaitu menjadi juru bicara dari pemerintah kepada masyarakatnya terutama dalam hal penyebarluasan informasi pembangunan daerahnya maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “PERAN BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH.”
B. 	Perumusan Masalah
	Berdasar latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana peran bagian humas sekretariat daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah ? 
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh bagian humas sekretariat daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah ?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1. Mengetahui dan menganalisis peranan bagian humas sekretariat daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan/kendala yang dihadapi oleh bagian humas sekretariat daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah.




D. Manfaat Penelitian
Sedangkan manfaat penelitian ini, yaitu:
1. Manfaat Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang peranan hubungan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi organisasi, khususnya instansi-instansi pemerintah dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah.
E. Tinjauan Pustaka
Dalam penulisan skripsi ini penulis menemukan beberapa buku dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini dan akan penulis cantumkan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun buku-buku yang sesuai dengan judul penelitian ini yaitu sebagai berikut:
	Tony Greener, dengan judul buku Practical PR. Buku ini banyak sekali membahas tentang public relations berisikan tentang teori-teori public relations, asal mula public relations, teori komunikasi, model komunikasi public relations, pemasaran, periklanan, dan public relations, manajemen reputasi, ruang lingkup public relations, serta masih banyak lagi pembahasan didalam buku ini tentang teori dan praktek public relations.
Rosady Ruslan, dengan judul buku “Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi” buku ini memberikan pengetahuan mengenai konsepsi dan aplikasi dari manajemen public relation yang efektif dan efesien. 
F. Rachmadi, dengan judul buku Public Relation Dalam Teori dan Praktek. Buku ini membahas tentang, konsep dasar public relations, opini public, public relations dan komunikasi, keterampilan komunikasi, public relations dan organisasi, kepemimpinan, program kerja public relations. Dengan demikian pembaca memperoleh gambaran yang lengkap, jelas dan mendasar tentang public relations.
Rachmat Kriyantono, dengan judul buku Public Relations & Crisis Management; Pendekatan Critical Public Relations Etnografi Kritis dan Kualitatif. Buku ini membahas tentang issue & crisis management, public relations kritis, riset public relations, metode riset kualitatif, etnografi, sosialisasi teori dan studi kasus etnografi kritis.
Elvinaro Ardianto, Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif. Buku ini membahas tentang metodologi penelitian secara kualitatif. Mendefinisikan istilah penelitian kualitatif, mulai dari studi kasus, fenomenologi, etnometodologi, hingga etnografi. Kemudian membahas pengertian data dan fakta, berbagai macam data penelitian kualitatif yang meliputi: catatan lapangan, sumber data tertulis dan rekaman, oral history, sejarah hidup,  family stories, jurnal, serta material culture. Serta analisis data kualitatif.
Rosady Ruslan, dengan judul bukunya Praktik dan Solusi Public Relations Dalam Situasi krisis dan pemulihan citra. Buku ini membahas tentang suatu cara berbagi pengalaman ketika public relations menghadapi permasalahan-permasalan dalam perusahaan atau organisasi yang mengakibatkan burukny acitra perusahaan atau organisasi tersebut dikalangan publiknya.
Dalam mengkaji skripsi yang berada di perpustakaan dan internet, penulis juga menemukan beberapa skripsi yang terkait dengan pembahasan yang akan penulis lakukan mengenai “peran humas” secara umum sebagai berikut ini:
Yang pertama, skripsi Himawan Adhi Premana, yang berjudul “Kegiatan Kehumasan Bagian Humas dan Protokol Dalam Upaya Membangun Citra Pemerintah Kabupaten Ponorogo”[footnoteRef:6], dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. [6:  Himawan Adhi Premana, Kegiatan Kehumasan Bagian Humas dan Protokol Dalam Upaya Membangun Citra Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Skripsi, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo: 2013), tidak diterbitkan.] 

Penelitian Himawan menggunakan metode deskriptif kualitatif.  Persamaan penelitian dalam skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni sama-sama meneliti peranan humas dalam pemerintahan dan pada metode analisis data. Sedangkan perbedaannya adalah pada obyeknya, dimana saudara Himawan menggunakan “kegiatan kehumasan dalam upaya membangun citra pemerintah” sebagai obyeknya, sedangkan pada penelitian ini adalah “peran humas pemerintah daerah”. 
	Dibanding  dengan  penelitian  dalam  skripsi  tersebut,  penelitian  yang  akan penulis lakukan ialah pada spesifik pelaksanaan tugas humas pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi, yang dalam kasus ini adalah peran humas dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah yang akan diteliti secara mendalam.  
Penelitian kedua, Skripsi  dengan judul “Peran Humas Lembaga Negara Dalam Menjaga Reputasi Organisasi (Studi Pada Peran Humas DPR RI Dalam Menjaga Reputasi Kinerja Anggota DPR RI)”[footnoteRef:7], oleh Tika Oktavianingsih, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu komunikasi, Universitas Indonesia. Metode yang dipergunakan untuk menganalisis data dalam skripsi tersebut adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis tematik.  [7:  Tika Oktavianingsih, Peran Humas Lembaga Negara Dalam Menjaga Reputasi Organisasi (Studi Pada Peran Humas DPR RI Dalam Menjaga Reputasi Kinerja Anggota DPR RI), Skripsi, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu komunikasi, Universitas Indonesia: 2012), tidak diterbitkan.] 

Dengan studi dokumentasi dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian pada skripsi tersebut, Tika Oktavianingsih menemukan bahwa humas DPR RI telah melakukan berbagai strategi komunikasi dalam menjaga reputasi kinerja anggota DPR, diantaranya penerbitan Majalah dan Bulletin Parlementaria, blocking rubric, TV Parlemen, Website DPR, Konferensi Pers, dan Parlemen Remaja. Hambatan-hambatan yang dihadapi humas diantaranya tidak adanya komunikasi antara humas dan anggota DPR, struktur dan birokrasi humas yang jauh dari strategis, dan media relations yang rendah.
Persamaan penelitian dalam skripsi Tika Oktavianingsih dengan penelitian  yang  akan  penulis  lakukan  yakni   pada  subyek penelitian, yang meneliti humas atau pemberi info dalam instansi pemerintah dan teknik pengumpulan data.
Sedangkan perbedaannya ialah yang dikaji pada skripsi ini ialah peran humas dalam menjaga reputasi kinerja Anggota DPR RI, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan menjadikan humas pemerintah daerah sebagai narasumber utama dan fokus pada pengkajian peran humas sebagai sarana penyampaian informasi dalam hal ini penyebarluasan informasi pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
F. Kerangka Teori
Menurut Frank Jefkins dalam buku Public Relation karangan Dina Indrasafitri: 
“Humas adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik keluar maupun ke dalam organisasi, dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifikasi yang berlandaskan pada saling pengertian.” Yang dimaksud ‘komunikasi yang terencana’ adalah komunikasi menggunakan berbagai cara baik lisan alias tatap muka maupun melalui media lain, seperti tulisan, gambar, video ataupun website. Komunikasi adalah inti dari profesi Humas. Seorang Humas harus tahu cara menyampaikan sesuatu sesuai dengan situasi maupun kondisi.[footnoteRef:8] [8:  Dina Indrasafitri. 2008. Bekerja Sebagai Public Relations. (Jakarta : Esensi Erlangga Group), hlm. 2] 


Menurut Diana Gaziyan, “Humas adalah kegiatan yang terencana dan berlangsung terus-menerus  yang bertujuan   untuk menciptakan hubungan baik dan suasana saling percaya antara organisasi dan target audience atau khalayak sasaran.”[footnoteRef:9]  [9:  Diana Gaziyan. A Public and Media Relations Handbook for Local Government Officials, (The United States Agency for International Development, RTI International, 2007), hlm. 15.] 

Sedangkan Tony Greener menyatakan bahwa: 
“Humas adalah seni untuk menampilkan suatu organisasi dengan memberi penerangan  terbaik  bagi  semua audience. Dengan kata lain, humas mengendalikan cara bagaimana suatu organisasi diciptakan  untuk  mempengaruhi   sudut pandang orang yang melihatnya. Dan humas adalah seni, ketika dijalankan dengan benar; karena humas mengikuti garis artistik yang lebih melibatkan emosi dibanding logika. Humas melibatkan sisi kreatif otak lebih dari sisi praktisnya dengan cara yang mirip dengan peran kreatif dalam periklanan. Humas menciptakan dan memelihara citra perusahaan dan ini bukanlah suatu proses ilmiah.”[footnoteRef:10] [10:  Tony Greener. Practical PR, (np:npb, 2011), hlm. 7.] 


Secara umum bagian humas sangat berperan penting dalam fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi. Bagian humas yang berfungsi dengan baik adalah yang melaksanakan rencana untuk mengkoordinasikan upaya penjangkauan publik.
Secara umum, menurut Dozier dan Broom dalam Rosady Ruslan, 
“Peranan Humas dalam suatu organisasi dibagi menjadi empat kategori yaitu: 
1. 	Penasihat Ahli (Expert prescriber) 
2. 	Fasilitator Komunikasi (Communication fasilitator) 
3. 	Fasilitator Proses Pemecahan masalah (Problem solving process fasilitator)  
4.   Teknisi Komunikasi (Communication technician).“[footnoteRef:11] [11:  Rosady Ruslan. Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada: 2012). hlm. 20] 

Humas pemerintah merupakan bagian dari organisasi suatu departemen/ lembaga non departemen yang memainkan peranan yang cukup penting. Adapun yang menjadi dasar pembentukan kegiatan humas adalah adanya anggapan bahwa jika masyarakat diberi tahu masalahnya, maka masyarakat akan bersikap wajar dan bijaksana. Karena pada dasarnya masyarakat itu merupakan pihak yang tanggap  dan meningkatkan kebenaran. Dengan demikian humas harus menunjang terwujudnya tujuan organisasi dan mengusahakan agar masyarakat mau menerima dan mengakui  pertanggungjawaban yang diberikan. Humas sebagai tangan kanan, mata dan telinga pemerintah mempunyai kewajiban untuk memantapkan program-program pemerintah. 	
Humas pemerintah bertugas memberikan informasi dan penjelasan kepada khalayak publik mengenai kebijakan dan langkah-langkah/tindakan yang diambil oleh pemerintah, serta mengusahakan tumbuhnya hubungan yang harmonis antara lembaga/instansi dengan publiknya dan  memberikan pengertian kepada publiknya (masyarakat) tentang apa yang dikerjakan oleh instansi pemerintah dimana humas itu berada dan berfungsi.
Rosady Ruslan menyatakan bahwa: 
“Secara garis besar, Humas mempunyai peran ganda: yaitu fungsi keluar berupa memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan instansi/lembaga kepada masyarakat sebagai khalayak sasaran, sedangkan ke dalam wajib menyerap reaksi, aspirasi atau opini khalayak tersebut diserasikan demi kepentingan instansinya atau tujuan bersama.”[footnoteRef:12] [12:  Rosady Ruslan. Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 343] 



Sedangkan dalam fungsi publisitas atau penyebarluasan informasi, humas berperan sebagai Journalist in residence, artinya bertindak sebagai wartawan dalam menyebarluaskan informasi  kepada  publik  dan  mengendalikan  berita  atau  informasinya  kepada media massa. Selain itu kegiatan publisitas termasuk di dalamnya yaitu kegiataan dokumentasi  dan  kliping.  
Rosady Ruslan menyatakan bahwa 
“Kegiatan humas adalah mengevaluasi  perkembangan dari kemajuan bisnis perusahaan dan lembaga, aktivitas-aktivitas, dan program acara tertentu, baik bersifat komersial  maupun nonkomersial yang telah dimuat atau dipublikasikan di berbagai media massa dan nonmassa. Pengamatan, analisis dan evaluasi tersebut kemudian disimpan sekaligus dijadikan rujukan penting atau informasi yang diperlukan untuk membuat rencana program kerja humas.”[footnoteRef:13] [13:  Ibid., hlm. 227.] 


Kegiatan  dokumentasi  dan  kliping  berita  dalam  humas  merupakan  dua kegiatan saling berkaitan erat atau saling menunjang satu sama lainnya. Keduanya dibuat untuk keperluan  sumber informasi yang cukup penting mengenai suatu peristiwa  (event)  dan  kegiatan   perusahaan   lain   yang   kemudian   dianalisis,  dievaluasi  dan  hingga disimpan sebagai bahan pendokumentasian. Dokumentasi berkaitan dengan kegiatan menghimpun, mengolah, menyeleksi, dan menganalisis kemudian  mengevaluasi    seluruh   data  informasi,  dan  dokumen   tentang  suatu kegiatan,  peristiwa  atau  pekerjaan  tertentu  yang  dipublikasikan  baik  melalui media   elektronik  maupun  cetak  dan  kemudian  disimpan  secara  teratur  dan sistematis. 
Sedangkan news clipping yaitu suatu kegiatan memilih, menggunting, menyimpan dan kemudian memperbanyak mengenai suatu berita atau karangan, serta foto berita pada event atau peristiwa tertentu yang telah terjadi dan dimuat di berbagai  media  cetak,  seperti  surat  kabar,  majalah  berita,  tabloid,  dan  lain sebagainya yang kemudian dikliping.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa humas di pemerintahan menjadi pemberi informasi kepada masyarakat sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini dapat dipahami karena pemerintah adalah agen dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat memberikan haknya untuk diwakilkan kepada orang-orang di pemerintahan agar dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Maka suatu kewajaran apabila pemerintah harus tetap terhubung dengan masyarakat dan setiap aspeknya menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Humas menjadi palang pintu bagi hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan publik atau masyarakat.	
Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian secara kualitatif dengan menggunakan dasar pengumpulan data berdasarkan kualitas data yang dihasilkan melalui konsep pertanyaan 5w+1h (who, what, when, where, why, how); yaitu apa, siapa, mengapa, kapan, dimana dan bagaimana peran sub bag humas pemerintah kabupaten Musi Banyuasin dalam menyebarluaskan informasi pembangunan daerah.

G. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam upaya memperkaya data dan untuk lebih memahami serta menambah informasi dalam menyusun skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penelitian dengan metode kualitatif. Menurut Herdiyansyah dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial ‘Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang harus mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.‘[footnoteRef:14]  [14:  Herdiansyah. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial,  (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 9.] 

	Menurut Elvinaro Ardianto, 

“Sebagai peneliti ilmu komunikasi atau public relations dengan metode kualitatif, dalam analisis datanya tidak menggunakan bantuan ilmu statistika, tetapi menggunakan rumus 5w+1h (who, what, when, where, why, how). Selain what (data dan fakta yang dihasilkan dari penelitian), how (bagaimana proses data itu berlangsung), who (siapa saja yang dapat menjadi informan kunci dalam penelitian), where (dimana sumber informasi penelitian  itu dapat  digali atau  ditemukan),  dan when (kapan sumber informasi itu dapat ditemukan), yang paling penting dicermati dalam analisis penelitian kualitatif adalah why (analisis lebih dalam atau penafsiran atau interpretasi lebih dalam ada apa di balik fakta dan data hasil penelitian itu, mengapa dapat terjadi seperti itu). Why (mengapa) memberikan pemahaman lebih dalam dari hasil penelitian kualitatif.”[footnoteRef:15] [15:  Elvinaro Ardianto. Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung:  Simbiosa Rekatama Media, 2011), hlm. 58-59.] 


Sedangkan menurut Rahmat Kriyantono, “Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Dalam penelitian kualitatif lebih ditekankan adalah soal kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas data) .”[footnoteRef:16]  [16:  Rachmat Kriyantono. Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Publik Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 58.] 

Jadi, pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan dasar pengumpulan data berdasarkan kualitas data yang dihasilkan melalui konsep pertanyaan apa, siapa, mengapa, kapan, dimana dan bagaimana suatu peristiwa atau fenomena dapat terjadi.
2.  	Subjek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah Solekhan, As. S.Ag., Plt Kabag Humas Musi Banyuasin, Rodiawati, S.Sos.I., Kasubbag Pengumpulan Informasi Humas Musi Banyuasin dan Yudi Ardiansyah, S.STP., Kasubbag Pemberitaan Humas Musi Banyuasin. 
3. 	Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari sumber data pertama di lapangan.”[footnoteRef:17] Dalam penelitian ini yang termasuk sebagai data primer adalah wawancara kepada sumber data atau para informan utama yaitu Bagian Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. [17:  Ibid., hlm. 41.] 

b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua. Data sekunder ini untuk melengkapi data primer, dan biasanya data sekunder ini sangat membantu peneliti bila data primer terbatas atau sulit diperoleh.”[footnoteRef:18] Data sekunder diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) antara lain dari publikasi dan informasi yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi / perusahaan, seperti majalah, jurnal, buku, maupun dokumen serta informasi melalui internet yang berkaitan dengan penelitian ini. [18:  Ibid., hlm. 42.] 

4. 	Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mencari informasi guna mendapatkan data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik yaitu: 
a). Wawancara Mendalam (In depth Interview) 
Menurut Rahmat Kriyantono, “Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data-data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data secara lengkap dan mendalam.”[footnoteRef:19] Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan dua jenis pertanyaan. Pertama, wawancara terstruktur yaitu menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh penulis sebagai panduan (interview guide). Dan kedua, wawancara tak terstruktur, yaitu mengggunakan pertanyaan-pertanyaan yang muncul secara spontan dan merupakan perkembangan dari daftar pertanyaan yang ada, sifatnya informal.  [19:  Ibid., hlm. 100.] 

b). Dokumentasi  
Peneliti mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen itu dapat berupa dokumen publik atau dokumen privat. Dokumen publik misalnya: berita-berita surat kabar, transkrip acara TV, dan lainnya. Sedangkan dokumen privat misalnya: memo, surat-surat pribadi, catatan telepon, buku harian individu, dan lainnya. Dengan tehnik ini peneliti berusaha memperoleh data atau informasi dengan cara menggali dan mempelajari dokumen-dokumen, arsip dan catatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. 
c). Observasi
Menurut Suharsimi Arikunto, dalam bukunya Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis.[footnoteRef:20] Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap peran Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyebarluaskan informasi pembangunan daerahnya. [20:  Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta 2010), hlm. 272.] 




5. 	Metode Analisis Data 
Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data model Miles dan Huberman, dimana Miles dan Huberman menjelaskan bahwa “Analisis data meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
a. Reduksi data yaitu proses pemilihan data, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik kesimpulan dan verifikasi. 
b. Penyajian data yakni seluruh data-data dilapangan yang berupa dokumen hasil wawancara, dan hasil observasi akan dianalisa sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang peran Humas pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyebarluasan informasi pembangunan.
c. Penarikan kesimpulan, adalah kegiatan penggambaran secara utuh dari objek yang diteliti berdasarkan pada penggabungan data dan informasi yang diperoleh.”[footnoteRef:21] [21:  Miles Mattew and Huberman Michael. Analisa Data Kualitatif, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta:UI Pers 2005), hlm. 16.
] 



H. Sistematika Pembahasan
	Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:
	Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas mengenai tahapan awal yang menjadi landasan dari keseluruhan isi skripsi, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
Bab II Landasan Teori. Bab ini berisi konsep dan teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan topik yang dibahas atau diteliti serta kerangka pemikiran tentang “Peran Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah”
Bab III Penyajian Data. Bab ini berisikan gambaran umum Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya deskripsi objek penelitian Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. 
Bab IV Analisis Hasil Penelitian. Bab ini berisi tentang Peran Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dan hambatan yang dihadapi oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah  yang merupakan jawaban atau solusi dari permasalahan dalam penelitian ini.
Bab V Penutup. Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan untuk perbaikan selanjutnya.
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